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PENETAPAN
Nomor 1947/Pdt.G/2023/PA.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 03 Desember 1987,
agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kp.Cipicung Rt.021 Rw.003, Sukarasa,
Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Yayat Sudarajat, S.H.,
Advokat yang berkantor di JI. Pemda Linggasari Rt.001
Rw.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa
khusus sebagai Penggugat ;

melawan

XXXXXXXXXXX dan tanggal lahir Tasikmalaya, 02 Juli 1991, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kp.Cibencoy
Rt.006 Rw.006, Campakasari, Bojonggambir,
Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12

Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya

dengan register perkara Nomor 1947/Pdt.G/2023/PA.Tsm, mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21
Agustus 2016 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Salawu sebagaimana ternyata Akta Nikah Nomor : 0417/031/VII/2016
tanggal 22 Agustus 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua
Penggugat beralamat di Kp.Cipicung Rt.021 Rw.003 Desa Sukarasa
Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya;

3. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih
selama 7 tahun, bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (bada dukhul)
dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
baik dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 mulai retak, terjadi
perselisihan/pertengkaran dan tempat kejadiannya terjadi ditempat
kediaman bersama, kemudian telah terjadi kembali perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan keadaan
tersebut memuncak pada bulan Oktober 2021 Tergugat meninggalkan
tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat yang
beralamat di Kp.Cibencoy Rt.006 Rw.006 Desa Campakasari Kecamatan
Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya, sementara Penggugat masih
tinggal di alamat Kp.Cipicung Rt.021 Rw.003 Desa Sukarasa Kecamatan
Salawu Kabupaten Tasikmalaya, sehingga sampai saat ini telah
mengakibatkan pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun 6 (enam)
bulan;

5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan

Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
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6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah
tangga dengan tentram dan damai, maka Penggugat berketetapan hati
untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang
ada;

7. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan
penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan menyebabkan
kekecewaan Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sholihah,
sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia
tidak akan terwujud;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi,
Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga
untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun
usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina, untuk membentuk suatu
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud
dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena

perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan thalag satu ba‘in sugro Tergugat
(IYUS BIN JALAL) terhadap Penggugat (SITI MARYAM BINTI MIMID);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam

peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan
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nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya
untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan
secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara
Nomor 1947/Pdt.G/2023/PA.Tsm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis
Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa
perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat
yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat
hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),
maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak
sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai
kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke
persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan
oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara
telah hadir secara pribadi (in person) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun
kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan
permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka
berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun
telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak
diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv

masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai
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permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Ry;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam
proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis
drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara No
1947/Pdt.G/2023/Pa.Tsm ;
2. Menyatakan perkara No 1947/Pdt.G/2023/Pa.Tsm telah selesai karena
dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.174.000,- ( seratus tuju puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. I.Nurul Wasik,SH. MH.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Dede Ibin, SH.M.Sy. dan Drs. Dadang Priatna
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak melalui sitem informasi oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.Aminudin sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
secara elektronik .
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Ketua Majelis,

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. Drs. H. Dadang Priatna

Panitera Pengganti,

Drs. Aminudin

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran :  Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 85.000,-
3. PNBP :  Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 9.000,-
5. Biaya Redaksi :  Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai . Rp. 10.000,-
JUMLAH :  Rp. 174.000,-

(seratus tuju puluh embat ribu rupiah).
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